2. Memberikan penyuluhan dan pelatihan singkat tentang komunikasi kegiatan
online secara offline dalam jumlah terbatas dan bertahap, sehingga menambah
efektifitas target kegiatan. Pada kegiatan sosialisasi secara online dibentuk
persepsi masyarakat agar memberi kesan dan motivasi yang bersifat optimis
tanpa menyepelekan kemungkinan negatif yang terjadi berhubungan dengan

pandemi covid-19.
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